
 

 

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 115 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN 

PERIKANAN NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN 

PERATURAN MENTERI DAN KEPUTUSAN MENTERI DI LINGKUNGAN 

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2021 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang :  a. bahwa untuk menindaklanjuti hasil evaluasi Program 

Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri 

di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 

Tahun 2021, perlu mengubah Keputusan Menteri 

Kelautan dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2021 tentang 

Program Penyusunan Peraturan Menteri dan 

Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 sebagaimana 

telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan 

Perikanan Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan 

atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

25 Tahun 2021 tentang Program Penyusunan 

Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di 

Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 

Tahun 2021;  
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  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan 

Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan 

Kedua atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan 

Nomor 25 Tahun 2021 tentang Program Penyusunan 

Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di 

Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 

Tahun 2021; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15  Tahun  2019  

tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas 

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5); 
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5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

48/PERMEN-KP/2020 tentang  Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114); 

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

62/PERMEN-KP/2020 tentang Pembentukan Produk 

Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan 

Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 1665);  

7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25 

Tahun 2021 tentang Program Penyusunan Peraturan 

Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri 

Kelautan dan Perikanan Nomor 76 Tahun 2021 tentang 

Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan 

Perikanan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Program 

Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri 

di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 

Tahun 2021; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  :  KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 25 TAHUN 

2021 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN 

MENTERI DAN KEPUTUSAN MENTERI DI LINGKUNGAN 

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2021. 

 

KESATU  : Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan 

Perikanan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Program 

Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di 

Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 

2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri 

Kelautan dan Perikanan Nomor 76 Tahun 2021 tentang 

Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan 

Nomor 25 Tahun 2021 tentang Program Penyusunan 
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Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021, 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. 

KEDUA :  Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 9 Desember 2021 

 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  

REPUBLIK INDONESIA, 

 

                        ttd. 

 

                                                               SAKTI WAHYU TRENGGONO 
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LAMPIRAN  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
MATRIK PROGRAM PENYUSUNAN 

PERATURAN MENTERI DAN KEPUTUSAN MENTERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2021 
 

1. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut 

NO. JENIS PERATURAN JUDUL POKOK MATERI MUATAN 
PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL KETERANGAN 

JAN  FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES 

1.  Peraturan Menteri Penelitian 

Terpadu dan 

Penetapan 
Perubahan Zona 

Inti pada 

Kawasan 

Konservasi  

a. Penelitian Terpadu; dan 

b. Penetapan Perubahan Status 

Zona Inti pada Kawasan 
Konservasi. 

            Tindak lanjut 

Pasal 5 ayat (5) 

dan Pasal 6 ayat 
(2) Peraturan 

Pemerintah 

Nomor 27 Tahun 

2021 tentang 
Penyelenggaraan 

Bidang Kelautan 

dan Perikanan. 
 

2.  Peraturan Menteri Pencegahan 

Pencemaran, 

Kerusakan, 

Rehabilitasi, dan 

a. Perencanaan; 

b. Pelaksanaan; 

c. Pemantauan dan Evaluasi; 

dan 

            Tindak lanjut 

Pasal 43 ayat (5), 

dan Pasal 44 

ayat (5) 

LAMPIRAN  

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 115 TAHUN 2021 
TENTANG  

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI 

KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 25 TAHUN 2021 
TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN 

MENTERI DAN KEPUTUSAN MENTERI DI 
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN 

PERIKANAN TAHUN 2021 
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NO. JENIS PERATURAN JUDUL POKOK MATERI MUATAN 
PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL KETERANGAN 

JAN  FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES 

Peningkatan 

Sumber Daya 
Ikan serta 

Lingkungannya 

d. Peran Serta. 

 

Peraturan 

Pemerintah 
Nomor 27 Tahun 

2021 tentang 

Penyelenggaraan 
Bidang Kelautan 

dan Perikanan. 

 

3.  Peraturan Menteri Penangkapan 

Ikan dan/atau 
Pembudidayaan 

Ikan di Wilayah 

Pengelolaan 
Perikanan Negara 

Republik 

Indonesia yang 
bukan untuk 

tujuan komersial   

a. Penangkapan Ikan dan/atau 

Pembudidayaan Ikan di 
Wilayah Pengelolaan 

Perikanan Negara Republik 

Indonesia yang Bukan 
Tujuan Komersial dalam 

rangka pendidikan dan 

pelatihan; 
b. Penangkapan Ikan dan/atau 

Pembudidayaan Ikan di 

Wilayah Pengelolaan 
Perikanan Negara Republik 

Indonesia yang Bukan 

Tujuan Komersial dalam 

rangka penyuluhan; 
c. Penangkapan Ikan dan/atau 

Pembudidayaan Ikan di 

Wilayah Pengelolaan 
Perikanan Negara Republik 

Indonesia yang Bukan 

Tujuan Komersial dalam 
rangka penelitian atau 

kegiatan ilmiah lainnya; 

d. Penangkapan Ikan   
dan/atau       Pembudidayaan  

Ikan di Wilayah Pengelolaan 

Perikanan Negara Republik 

            Tindak lanjut 

Pasal 114 ayat 
(4) Peraturan 

Pemerintah 

Nomor 27 Tahun 
2021 tentang 

Penyelenggaraan 

Bidang Kelautan 
dan Perikanan. 
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NO. JENIS PERATURAN JUDUL POKOK MATERI MUATAN 
PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL KETERANGAN 

JAN  FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES 

Indonesia yang Bukan 

Tujuan Komersial dalam 
rangka wisata dan 

kesenangan; 

e. Persetujuan Penangkapan 
Ikan dan/atau 

Pembudidayaan Ikan di 

Wilayah Pengelolaan 
Perikanan Negara Republik 

Indonesia yang Bukan 

Tujuan Komersial; dan 
f. Pengawasan. 

 

4.  Peraturan Menteri Penyelenggaraan 

Penataan Ruang 

Laut 
 

a. Perencanaan Ruang Laut 

1) Rencana Struktur Ruang 

Laut, Rencana Pola Ruang 
Laut, dan Alur Migrasi 

Biota Laut; 

2) Materi Teknis Ruang Laut 
pada Rencana Tata Ruang 

Wilayah Nasional; 

3) Materi Teknis Ruang 

Perairan pada Rencana 
Tata Ruang Kawasan 

Strategis Nasional; 

4) Materi Teknis Perairan 
Pesisir pada Rencana Tata 

Ruang Wilayah Provinsi; 

5) Rencana Zonasi Kawasan 
Antarwilayah; 

6) Rencana Zonasi Kawasan 

Strategis Nasional 
Tertentu; dan 

7) Jangka Waktu dan 

Peninjauan Kembali 

            Tindak lanjut 

Pasal 7 ayat (6), 

Pasal 10 ayat (3), 
Pasal 14 ayat (2), 

Pasal 28 ayat (4), 

Pasal 42, Pasal 
48, Pasal 99 ayat 

(2), Pasal 114 

ayat (4), Pasal 

130 ayat(4), 
Pasal 146 

ayat(2), Pasal 

187 ayat (1), dan 
Pasal 240 ayat 

(2) Peraturan 

Pemerintah 
Nomor 21 Tahun 

2021 tentang 

Penyelenggaraan 
Penataan 

Ruang. 

 



- 8 - 

 

NO. JENIS PERATURAN JUDUL POKOK MATERI MUATAN 
PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL KETERANGAN 

JAN  FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES 

Rencana Zonasi Kawasan 

Antarwilayah dan 
Rencana Zonasi Kawasan 

Strategis Nasional 

Tertentu. 
b. Pemanfaatan Ruang Laut; 

c. Pengendalian Pemanfaatan 

Ruang Laut; 
d. Pengawasan Penataan Ruang 

Laut; 

e. Pemantauan dan Evaluasi; 
dan 

f. Pembinaan Penataan Ruang 

Laut. 

 

 

 
 

 

 
 

5.  Peraturan Menteri Penempatan dan 
Pembongkaran 

Bangunan dan 

Instalasi Lepas 
Pantai Minyak 

dan Gas Bumi 

yang Tidak 

Terpakai untuk 
Kelautan dan 

Perikanan 

a. Kriteria pemanfaatan 
instalasi lepas pantai minyak 

dan gas pasca pembongkaran 

yang dialihfungsikan untuk 
kepentingan kelautan dan 

perikanan;  

b. Jenis pemanfaatan instalasi 

lepas pantai minyak dan gas 
pasca operasi untuk 

kepentingan kelautan dan 

perikanan; 
c. Kategori lokasi     

penempatan instalasi lepas 

pantai     minyak    dan     gas  
pasca pembongkaran yang 

dialihfungsikan untuk 

kepentingan kelautan dan 
perikanan; 

d. Kriteria lokasi penempatan 

instalasi lepas pantai minyak 
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NO. JENIS PERATURAN JUDUL POKOK MATERI MUATAN 
PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL KETERANGAN 

JAN  FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES 

dan gas pasca pembongkaran 

yang dialihfungsikan untuk 
kepentingan kelautan dan 

perikanan; 

e. Kriteria material instalasi 
lepas pantai minyak dan gas 

pasca pembongkaran yang 

dialihfungsikan untuk fungsi 
kelautan dan perikanan; 

f. Tahapan alih fungsi instalasi 

lepas pantai minyak dan gas  
pasca pembongkaran untuk 

fungsi kelautan dan 

perikanan; dan 

g. Pelaksanaan kegiatan 
pemanfaatan instalasi lepas 

pantai minyak dan gas pasca 

pembongkaran yang 
dialihfungsikan untuk 

terumbu karang. 

 

6.  Peraturan Menteri Standar Kualitas 

Hasil Kerja dan 
Pedoman 

Penilaian 

Kualitas        Hasil  
Kerja Pengelola 

Ekosistem Laut 

dan Pesisir  
 

a. Standar Kualitas Hasil Kerja 

Pengelola Ekosistem Laut 
dan Pesisir; dan 

b. Penilaian Kualitas Hasil Kerja 

Pengelola Ekosistem Laut 
dan Pesisir. 

             

7.  Peraturan Menteri Pedoman 
Perhitungan 

Kebutuhan 

Jabatan 
Fungsional Analis 

a. Tata Cara Penghitungan 
Kebutuhan Jabatan 

Fungsional Analis 

Pengusahaan Jasa Kelautan; 
dan 
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NO. JENIS PERATURAN JUDUL POKOK MATERI MUATAN 
PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL KETERANGAN 

JAN  FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES 

Pengusahaan 

Jasa Kelautan 

b. Tata Cara Pengusulan 

Kebutuhan Jabatan 
Fungsional Analis 

Pengusahaan Jasa Kelautan. 

 

8.  Peraturan Menteri Standar Kualitas 
Hasil Kerja dan 

Pedoman 

Penilaian 

Kualitas   Hasil 
Kerja Analis 

Pengusahaan 

Jasa Kelautan 
 

a. Standar Kualitas Hasil Kerja 
Analis Pengusahaan Jasa 

Kelautan; dan 

b. Penilaian Kualitas Hasil Kerja 

Analis Pengusahaan Jasa 
Kelautan. 

 

 

             

9.  Peraturan Menteri Petunjuk Teknis 
Jabatan 

Fungsional Analis 

Pengusahaan 
Jasa Kelautan 

a. Pendahuluan; 
b. Jenjang Jabatan, Jenjang 

Pangkat, dan Golongan 

Ruang Jabatan Fungsional 
Analis Pengusahaan Jasa 

Kelautan; dan 

c. Unsur Kegiatan dan Uraian 
Kegiatan Jabatan Fungsional 

Analis Pengusahaan Jasa 

Kelautan. 
 

             

10.  Peraturan Menteri Pengangkatan 
Pegawai Negeri 

Sipil dalam 

Jabatan 
Fungsional Analis 

Pengusahaan 

Jasa Kelautan 
Melalui 

Penyesuaian 

 

a. Ketentuan Umum; 
b. Pengangkatan dalam 

Jabatan Fungsional Melalui 

Penyesuaian/Inpassing; 
c. Ketentuan Lain-lain; dan 

d. Ketentuan Peralihan. 
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NO. JENIS PERATURAN JUDUL POKOK MATERI MUATAN 
PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL KETERANGAN 

JAN  FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES 

11.  Peraturan Menteri Petunjuk Teknis 

Jabatan 
Fungsional 

Pengelola 

Ekosistem Laut 
dan Pesisir 

a. Jenjang jabatan, Pangkat, 

dan Golongan Ruang JF 
PELP; 

b. Unsur Kegiatan dan Uraian 

Kegiatan PELP; 
c. Pengangkatan, kenaikan 

pangkat/jabatan, 

Pemberhentian dari Jabatan, 
dan Pengangkatan Kembali; 

dan 

d. Sasaran Kerja Pegawai, 
Target Angka Kredit, Daftar 

Usulan Penetapan Angka 

Kredit, dan Penetapan Angka 

Kredit. 
 

             

12.  Keputusan Menteri Jenis Hasil 

Perikanan 

Tertentu Yang 
Dibatasi 

Pemasukannya 

Ke Dalam 

Wilayah Negara 
Republik 

Indonesia        dan  

Tempat 
Pemasukan 

Komoditas 

Perikanan dan 
Komoditas 

Pergaraman 

 

a. Jenis Hasil Perikanan 

Tertentu yang Dibatasi 

Pemasukannya ke Dalam 
Wilayah Negara Republik 

Indonesia; 

b. Tempat Pemasukan 

Komoditas Perikanan; dan 
c. Tempat Pemasukan 

Komoditas Pergaraman. 

            Tindak lanjut 

Pasal 278 ayat 

(2), Pasal 279 
ayat (2), dan 

Pasal 287 ayat 

(2) Peraturan 

Pemerintah 
Nomor 27 Tahun 

2021        tentang  

Penyelenggaraan 
Bidang Kelautan 

dan Perikanan. 

13.  Keputusan Menteri Kawasan 

Konservasi 

a. Penetapan kategori kawasan 

konservasi; 
b. Penetapan zona; 

            Daftar kumulatif 

terbuka. 
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NO. JENIS PERATURAN JUDUL POKOK MATERI MUATAN 
PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL KETERANGAN 

JAN  FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES 

c. Titik koordinat; dan 

d. Peta. 
 

14.  Keputusan Menteri  Penetapan Status 

Perlindungan 

Jenis Ikan  
 

Penetapan jenis ikan yang 

terancam punah. 

            Daftar kumulatif 

terbuka. 

 
 

15.  Keputusan Menteri Kuota 
Pengambilan/ 

Penangkapan 

Jenis Ikan Yang 
Termasuk Dalam 

Appendiks II dan 

Non Appendiks 

Convention On 
International 
Trade In 
Endangered 
Species Of Wild 
Fauna And Flora 

Yang Dilindungi 
Terbatas Diluar 

Ketentuan 

Perlindungannya  
Periode Tahun 

2021 

 

a. Nama jenis ikan, lokasi 
tangkap, dan jumlah Kuota 

pengambilan Jenis Ikan 

Appendiks II CITES Periode 
Tahun 2021; dan 

b. Nama jenis ikan, lokasi 

tangkap, dan jumlah kuota 

pengambilan jenis ikan Non 
Appendiks CITES dan 

dilindungi terbatas di luar 

ketentuan perlindungannya 
Periode Tahun 2021. 

             

16.  Keputusan Menteri Besaran Faktor E 

Dalam 
Penghitungan 

Tarif Atas Jenis 

Penerimaan 
Negara Bukan 

Pajak Yang 

Berlaku Pada 

a. Penambahan materi muatan 

Faktor E infrastruktur dan 
Faktor E noninfrastruktur 

dalam penghitungan Tarif 

atas Jenis PNBP untuk 
kegiatan Wisata Bahari; dan 

b. Penambahan tata cara dan 

contoh penghitungan PNBP 

             



- 13 - 

 

NO. JENIS PERATURAN JUDUL POKOK MATERI MUATAN 
PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL KETERANGAN 

JAN  FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES 

Kementerian 

Kelautan dan 
Perikanan 

 

berupa perizinan berusaha 

terkait pemanfaatan di laut 
untuk kegiatan pengangkatan 

BMKT, wisata bahari, dan 

pelaksanaan reklamasi. 
 

 

2. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap 

NO. JENIS PERATURAN JUDUL POKOK MATERI MUATAN 
PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL KETERANGAN 

JAN  FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES 

1.  Peraturan Menteri Log Book 

Penangkapan 

Ikan, 

Pemantauan di 
Atas Kapal 

Penangkap Ikan 

dan Kapal 
Pengangkut Ikan, 

Inspeksi, 

Pengujian,     dan  
Penandaan Kapal 

Perikanan, serta 

Tata Kelola 
Pengawakan 

Kapal Perikanan 

 

a. Log book penangkapan ikan;  
b. Pemantauan di atas kapal 

penangkap ikan dan kapal 

pengangkut ikan; 
c. Inspeksi, pengujian, dan 

penandaan kapal perikanan; 

dan 
d. Tata kelola pengawakan 

kapal perikanan. 

 

             

2.  Peraturan Menteri Penyusunan 

Rencana 
Pengelolaan 

Perikanan dan 

Lembaga 
Pengelola 

Perikanan di 

a. Penyusunan Rencana 

Pengelolaan Perikanan; dan 
b. Lembaga Pengelola 

Perikanan di Wilayah 

Pengelolaan Perikanan 
Negara Republik Indonesia. 
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NO. JENIS PERATURAN JUDUL POKOK MATERI MUATAN 
PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL KETERANGAN 

JAN  FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES 

Wilayah 

Pengelolaan 
Perikanan Negara 

Republik 

Indonesia 
 

3.  Peraturan Menteri Penempatan Alat 

Penangkapan 

Ikan dan Alat 

Bantu 
Penangkapan 

Ikan di Wilayah 

Pengelolaan 
Perikanan Negara 

Republik 

Indonesia dan 
Laut Lepas serta 

Penataan Andon 

Penangkapan 
Ikan 

 

a. Jalur penangkapan ikan;  

b. Alat penangkapan ikan; 

c. Alat bantu penangkapan 

ikan;  
d. Penempatan alat 

penangkapan ikan dan alat 

bantu penangkapan ikan 
pada jalur penangkapan 

ikan di WPPNRI dan Laut 

Lepas; 
e. Penataan andon 

penangkapan ikan; dan 

f. Pemantauan dan evaluasi. 

             

4.  Peraturan Menteri Persyaratan dan 

Tata Cara 

Pengenaan Tarif 
Penerimaan 

Negara Bukan 

Pajak yang 
Berlaku pada 

Kementerian 

Kelautan dan 

Perikanan yang 
Berasal dari 

Pemanfaatan 

Sumber Daya 
Alam Perikanan 

a. Persyaratan, tata cara 

pengenaan, dan pembayaran 

pungutan pengusahaan 
perikanan; dan 

b. Persyaratan, tata cara 

pengenaan, dan pembayaran 
pungutan hasil perikanan. 
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NO. JENIS PERATURAN JUDUL POKOK MATERI MUATAN 
PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL KETERANGAN 

JAN  FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES 

5.  Peraturan Menteri Tata Cara 

Penetapan Nilai 
Produksi Ikan 

Pada Saat 

Didaratkan 

a. Penggunaan nilai produksi 

ikan pada saat didaratkan; 
b. Pejabat yang menetapkan 

nilai produksi ikan pada 

saat didaratkan; 
c. Formula penghitungan nilai 

produksi ikan pada saat 

didaratkan; 
d. Penimbangan ikan; 

e. Verifikasi dan validasi; 

f. Penentuan harga ikan yang 
berdasarkan harga lelang, 

harga transaksi, atau harga 

acuan ikan; dan 

g. Mekanisme penetapan nilai 
produksi ikan pada saat 

didaratkan dan penerbitan 

surat tagihan penerimaan 
negara bukan pajak. 

 

             

6.  Keputusan Menteri Rencana 

Pengelolaan 

Perikanan Kakap 
dan Kerapu 

 

Menetapkan rencana 

pengelolaan perikanan kakap 

dan kerapu. 
 

             

7.  Keputusan Menteri Rencana 

Pengelolaan 
Perikanan Sidat 

 

Menetapkan rencana 

pengelolaan perikanan sidat. 
 

             

8.  Keputusan Menteri Rencana 

Pengelolaan 

Perikanan Tuna, 
Cakalang, dan 

Tongkol 

 

Menetapkan rencana 

pengelolaan perikanan tuna, 

cakalang, dan tongkol. 
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NO. JENIS PERATURAN JUDUL POKOK MATERI MUATAN 
PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL KETERANGAN 

JAN  FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES 

9.  Keputusan Menteri Penetapan Kelas 

Pelabuhan 
Perikanan  

 

Menetapkan kelas Pelabuhan 

Perikanan. 

             

10.  Keputusan Menteri Harga Patokan 

Ikan Untuk 
Penghitungan 

Pungutan Hasil 

Perikanan 

 

Menetapkan harga patokan 

ikan untuk penghitungan 
pungutan hasil perikanan. 

             

11.  Keputusan Menteri Produktivitas 
Kapal Penangkap 

Ikan 

 

Menetapkan produktivitas 
kapal penangkap ikan. 

 

             

12.  Keputusan Menteri Faktor X Untuk 

Penghitungan 
Tarif Penerimaan 

Negara Bukan 

Pajak             atas  
Pelayanan 

Pengadaan Es 

 

Menetapkan faktor x untuk 

penghitungan tarif penerimaan 
negara bukan pajak atas 

pelayanan pengadaan es. 

             

13.  Keputusan Menteri Klaster 

Pelabuhan 
Perikanan untuk 

Penghitungan 

Tarif Penerimaan 
Negara Bukan 

Pajak atas 

Penggunaan 

Tanah dalam 
rangka 

Tugas dan Fungsi 

Pelabuhan 
Perikanan 

Menetapkan klaster pelabuhan 

perikanan untuk penghitungan 
tarif penerimaan negara bukan 

pajak atas penggunaan tanah 

dalam rangka 
tugas dan fungsi pelabuhan 

perikanan. 
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3. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya 

NO. JENIS PERATURAN JUDUL POKOK MATERI MUATAN 
PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL KETERANGAN 

JAN  FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES 

1.  Peraturan Menteri Penanganan 

Wabah Penyakit 

Ikan dan 
Pengendalian 

Penyakit Ikan 

a. Tanggap darurat; 

b. Pengendalian penyakit ikan;  

dan 
c. Penanganan penyakit ikan. 

            Tindak lanjut 

Pasal 81 dan 

Pasal 82 ayat (6) 
Peraturan 

Pemerintah 

Nomor 27 Tahun 

2021 tentang 
Penyelenggaraan 

Bidang Kelautan 

dan Perikanan. 
 

2.  Peraturan Menteri Penebaran 

Kembali dan 

Penangkapan 

Ikan Berbasis 
Budidaya 

a. Penebaran kembali; dan 

b. Penangkapan ikan berbasis 

budidaya.  

            Tindak lanjut 

Pasal 69 ayat (7), 

Pasal 70 ayat (2) 

dan Pasal 71 
ayat (5) 

Peraturan 

Pemerintah 
Nomor 27 Tahun 

2021 tentang 

Penyelenggaraan 
Bidang Kelautan 

dan Perikanan. 

 

3.  Peraturan Menteri Pembudidayaan 

Lobster 

Persyaratan dan pedoman 

pembudidayaan lobster. 
 

             

4.  Keputusan Menteri  Jenis Penyakit 
Ikan yang 

Berpotensi 

menjadi Wabah 
Penyakit Ikan 

Daftar penyakit ikan yang 
berpotensi menjadi wabah 

penyakit ikan. 

            Tindak lanjut 
Pasal 75 ayat (5) 

Peraturan 

Pemerintah 
Nomor 27 Tahun 

2021 tentang 
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NO. JENIS PERATURAN JUDUL POKOK MATERI MUATAN 
PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL KETERANGAN 

JAN  FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES 

Penyelenggaraan 

Bidang Kelautan 
dan Perikanan. 

 

 

4. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan 

NO. JENIS PERATURAN JUDUL POKOK MATERI MUATAN 
PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL KETERANGAN 

JAN  FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES 

1.  Peraturan Menteri Standar produk 

Hasil Perikanan 

a. Standar produk hasil 

perikanan nonpangan; dan 
b. Pengembangan standar 

mutu hasil perikanan. 

 

             

2.  Peraturan Menteri Sistem 

Ketertelusuran 
dan Logistik Ikan 

Nasional 

Ketertelusuran yang 

diterapkan di seluruh rantai 
pasok mulai dari praproduksi, 

produksi, distribusi, 

pengolahan, dan pemasaran 

dengan ruang lingkup yaitu 
a. Integrasi sistem di lingkup 

Kementerian Kelautan dan 

Perikanan; 
b. Pelaksanaan; 

c. Registrasi dan pemastian 

ketertelusuran; 
d. Pembinaan; 

e. Pengendalian; dan 

f. Pelaporan. 
 

             

3.  Peraturan Menteri Penyusunan 
neraca komoditas 

Perikanan 

 

a. Ketersediaan komoditas 
perikanan dihitung 

berdasarkan data produksi 

perikanan tangkap, 
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NO. JENIS PERATURAN JUDUL POKOK MATERI MUATAN 
PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL KETERANGAN 

JAN  FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES 

 

 
 

 

perikanan budi daya, dan 

stok ikan tahun 
sebelumnya; 

b. Kebutuhan komoditas 

perikanan yang dihitung 
berdasarkan kebutuhan 

ikan     dalam     negeri     dan  

kebutuhan ikan untuk 
ekspor;  

c. Kebutuhan impor 

komoditas perikanan 
sebagai bahan baku dan 

bahan penolong industri, 

dan kebutuhan impor 

komoditas perikanan selain 
sebagai baku dan bahan 

penolong industri; dan 

d. Rencana usaha. 
 

4.  Peraturan Menteri Pedoman Formasi 

Jabatan 

Fungsional Analis 

Pasar Hasil 
Perikanan 

 

Perhitungan formasi 

kebutuhan/inpassing analis 

pasar hasil perikanan. 

 

             

5.  Peraturan Menteri Sistem Logistik 

Ikan Nasional 

a. Komponen pendekatan; 

b. Strategi; 
c. Pelaksanaan; 

d. Pengelolaan; 

e. Pembinaan; dan 

f. Pengawasan. 
 

             

6.  Peraturan Menteri Peningkatan Nilai 

Tambah Produk 

Hasil Perikanan 

a. Pelaksanaan peningkatan 

nilai tambah produk hasil 

perikanan; 
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NO. JENIS PERATURAN JUDUL POKOK MATERI MUATAN 
PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL KETERANGAN 

JAN  FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES 

b. Pengendalian ekspor bahan 

baku industri pengolahan; 
c. Pembinaan dan fasilitasi;  

d. Penelitian dan 

pengembangan; dan 
e. Insentif. 

 

7.  Keputusan Menteri Tempat 

pemasukan 

komoditas 
Perikanan dan 

Jenis Hasil 

Perikanan 
 

a. Tempat pemasukan 

komoditas perikanan; dan 

b. Jenis hasil perikanan. 

             

 

 

5. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 

NO. JENIS PERATURAN JUDUL POKOK MATERI MUATAN 
PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL KETERANGAN 

JAN  FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES 

1.  Peraturan Menteri Sistem 
Pemantauan Kapal 

Perikanan (SPKP) 

a. Tujuan SPKP; 
b. Pengelola SPKP; 

c. Penyedia SPKP; 

d. Pengguna SPKP; 
e. Kewajiban Penyedia dan 

Pengguna SPKP; dan 

f. Sanksi administratif. 
 

            Amanat Pasal 57 
Peraturan 

Pemerintah 

Nomor 27 Tahun 
2021 tentang 

Penyelenggaraan 

Bidang Kelautan 
dan Perikanan. 

 

2.  Peraturan Menteri Standar Laik 

Operasi Kapal 

Perikanan (SLO) 

a. Kewajiban SLO bagi Kapal 

Perikanan 

b. Pengecualian SLO; 
c. Prosedur Penerbitan SLO; 

dan 

            Amanat Pasal 

268 ayat (4) 

(BAHPK), Pasal 
269 ayat (2) 

(SLO), dan Pasal 

275 ayat (5) 
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NO. JENIS PERATURAN JUDUL POKOK MATERI MUATAN 
PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL KETERANGAN 

JAN  FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES 

d. Bentuk dan Format BA-

HPK, SLO, dan Surat 
Keterangan Pengganti SLO. 

(Surat 

Keterangan 
Pengganti SLO) 

Peraturan 

Pemerintah 
Nomor 27  Tahun 

2021         tentang  

Penyelenggaraan 
Bidang Kelautan 

dan Perikanan. 

 

3.  Peraturan Menteri Tata Cara 

Pengenaan Sanksi 
Administratif 

a. Jenis-jenis sanksi 

administratif; 
b. Kriteria pengenaan sanksi 

administratif; 

c. Pejabat yang berwenang 
menjatuhkan sanksi 

administratif; dan 

d. Pelaporan. 

            a. Amanat Pasal 

323 ayat (2), 
Peraturan 

Pemerintah 

Nomor 5 
Tahun 2021 

tentang 

Penyelenggara
an Perizinan 

Berusaha 

Berbasis 

Risiko; 
b. Amanat  Pasal 

294 ayat (3) 

Peraturan 
Pemerintah 

Nomor 27 

Tahun 2021 
tentang 

Penyelenggara

an Bidang 
Kelautan dan 

Perikanan; 

dan 
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NO. JENIS PERATURAN JUDUL POKOK MATERI MUATAN 
PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL KETERANGAN 

JAN  FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES 

c. Amanat Pasal 

205 Peraturan 
Pemerintah 

Nomor 21 

Tahun 2021 
tentang 

Penyelenggara

an Penataan 
Ruang. 

 

4.  Peraturan Menteri Pengawasan 

Kelautan 

a. Audit dan Pengawasan 

penataan ruang laut; 

b. Pejabat yang berwenang 
melakukan pengawasan; 

dan 

c. Tim audit penataan ruang. 

            Amanat Pasal 

189 ayat (7), 

Pasal 217 ayat (7) 
Peraturan 

Pemerintah 

Nomor 21 Tahun 
2021 tentang 

Penyelenggaran 

Penataan Ruang. 
 

 

6. Inspektorat Jenderal  

NO. JENIS PERATURAN JUDUL POKOK MATERI MUATAN 
PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL KETERANGAN 

JAN  FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES 

1.  Peraturan Menteri  Pembangunan 
Integritas di 

Lingkungan KKP  

a. Pembangunan Budaya 
Integritas Organisasi/ 

Kementerian; 

b. Penanaman nilai-nilai 
Integritas ASN; 

c. Sistem Integritas; 

d. Dashboard Integritas; dan 

e. Kriteria Penilaian. 
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7. Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan 

NO. JENIS PERATURAN JUDUL POKOK MATERI MUATAN 
PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL 

KETERANGAN 
JAN  FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES 

1.  Peraturan Menteri Statuta Politeknik 

Ahli Usaha 

Perikanan (AUP) 

a. Ketentuan Umum; 

b. Identitas; 

c. Tujuan dan Rencana Arah 
Pengembangan; 

d. Organisasi Satuan 

Pendidikan Tinggi Kelautan 

dan Perikanan; 
e. Pengangkatan dan 

Pemberhentian; 

f. Sistem Pengendalian dan 
Pengawasan Internal; 

g. Sistem Penjaminan Mutu 

Internal; 
h. Penyelenggaraan 

Tridharma Perguruan 

Tinggi; 
i. Kebebasan Akademik dan 

Otonomi Keilmuan; 

j. Gelar dan Penghargaan; 

k. Tanda Bukti Kelulusan; 
l. Dosen dan Tenaga 

Kependidikan; 

m. Taruna dan Alumni; 
n. Kerja sama; 

o. Sarana dan Prasarana; 

p. Pendanaan; 
q. Akreditasi; dan 

r. Ketentuan Penutup. 

 

             

2.  Peraturan Menteri Statuta Politeknik 

Kelautan dan 
Perikanan Sidoarjo 

a. Ketentuan Umum; 

b. Identitas; 
c. Tujuan dan Rencana Arah 

Pengembangan; 
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NO. JENIS PERATURAN JUDUL POKOK MATERI MUATAN 
PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL 

KETERANGAN 
JAN  FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES 

d. Organisasi Satuan 

Pendidikan Tinggi KP; 
e. Pengangkatan dan 

Pemberhentian; 

f. Sistem Pengendalian dan 
Pengawasan Internal; 

g. Sistem Penjaminan Mutu 

Internal; 
h. Penyelenggaraan 

Tridharma Perguruan 

Tinggi; 
i. Kebebasan Akademik dan 

Otonomi Keilmuan; 

j. Gelar dan Penghargaan; 

k. Tanda Bukti Kelulusan; 
l. Dosen dan Tenaga 

Kependidikan; 

m. Taruna dan Alumni; 
n. Kerja sama; 

o. Sarana dan Prasarana; 

p. Pendanaan; 
q. Akreditasi; dan 

r. Ketentuan Penutup. 

 

3.  Peraturan Menteri Statuta Politeknik 

Kelautan dan 
Perikanan 

Karawang 

a. Ketentuan Umum; 

b. Identitas; 
c. Tujuan dan Rencana Arah 

Pengembangan; 

d. Organisasi Satuan 
Pendidikan Tinggi Kelautan 

dan Perikanan; 

e. Pengangkatan dan 
Pemberhentian; 

f. Sistem Pengendalian dan 

Pengawasan Internal; 
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NO. JENIS PERATURAN JUDUL POKOK MATERI MUATAN 
PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL 

KETERANGAN 
JAN  FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES 

g. Sistem Penjaminan Mutu 

Internal; 
h. Penyelenggaraan 

Tridharma Perguruan 

Tinggi; 
i. Kebebasan Akademik dan 

Otonomi Keilmuan; 

j. Gelar dan Penghargaan; 
k. Tanda Bukti Kelulusan; 

l. Dosen dan Tenaga 

Kependidikan; 
m. Taruna dan Alumni 

n. Kerja sama; 

o. Sarana dan Prasarana; 

p. Pendanaan; 
q. Akreditasi; dan 

r. Ketentuan Penutup. 

 

4.  Keputusan Menteri Sentra Kekayaan 
Intelektual KKP 

a. Tugas Sentra Kekayaan 
Intelektual Kementerian 

Kelautan dan Perikanan; 

dan 

b. Susunan Keanggotaan 
Sentra Kekayaan 

Intelektual Kementerian 

Kelautan dan Perikanan. 
 

             

5.  Keputusan Menteri Pejabat Penetap 

Angka Kredit dan 

Tim Penilai Angka 

Kredit Fungsional  
Penyuluh 

Perikanan Pusat 

serta Sekretariat 
Tim   Penilai   Angka  

a. Penetapan Pejabat Penetap 

Angka Kredit Jabfung 

Penyuluh Perikanan; 

b. Penetapan Tim Penilai dan 
Sekretariat Tim Penilai 

Jabfung Penyuluh 

Perikanan Tingkat Pusat; 
dan 
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NO. JENIS PERATURAN JUDUL POKOK MATERI MUATAN 
PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL 

KETERANGAN 
JAN  FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES 

Kredit Fungsional 

Penyuluh 
Perikanan 

c. Masa kerja jabatan Tim 

Penilai dan Sekretariat Tim 
Penilai Jabfung Penyuluh 

Perikanan Tingkat Pusat. 

 

 

8. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan 

NO. JENIS PERATURAN JUDUL POKOK MATERI MUATAN 
PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL 

KETERANGAN 
JAN  FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES 

1.  Peraturan Menteri Perubahan 

Peraturan Menteri 
Kelautan dan 

Perikanan Nomor 

51/PERMEN-

KP/2018 tentang 
Persyaratan dan 

Tata Cara 

Penerbitan 
Sertifikat 

Penerapan Program 

Manajemen Mutu 
Terpadu/Hazard 
Analysis and 
Critical Control Point 
 

a. Kewenangan Penerbitan 

Sertifikat PMMT/HACCP; 
b. Mekanisme penerbitan 

Sertifikat PMMT/HACCP; 

dan 

c. Format Sertifikat 
PMMT/HACCP. 

             

 

9. Biro Perencanaan 

NO. JENIS PERATURAN JUDUL POKOK MATERI MUATAN 
PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL 

KETERANGAN 
JAN  FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES 

1.  Peraturan Menteri Pelimpahan 
Sebagian Urusan 

Pemerintahan 

a. Dasar pelimpahan urusan;              
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NO. JENIS PERATURAN JUDUL POKOK MATERI MUATAN 
PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL 

KETERANGAN 
JAN  FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES 

Bidang Kelautan 

dan Perikanan 
kepada Gubernur 

sebagai Wakil 

Pemerintah Pusat 
dalam rangka 

Penyelenggaraan 

Dekonsentrasi dan 
Penugasan 

Sebagian Urusan 

Pemerintahan 
Bidang Kelautan 

dan Perikanan 

kepada Pemerintah 

Daerah dalam 
rangka 

Penyelenggaraan 

Tugas 
Pembantuan 

Tahun Anggaran 

2022 
 

b. Karakteristik urusan yang 

dilimpahkan dan/atau 
ditugaskan; 

c. Nama program dan 

kegiatan yang dilimpahkan 
kepada gubernur dalam 

rangka dekonsentrasi; 

d. Nama program dan 
kegiatan yang ditugaskan 

kepada gubernur 

dan/atau bupati/wali kota 
dalam rangka tugas 

pembantuan; dan 

e. Alokasi anggaran per 

kegiatan per provinsi 
menurut kewenangan dan 

satker. 

2.  Peraturan Menteri Petunjuk Teknis 

Dana Alokasi 

Khusus (DAK) 

Bidang Kelautan 

dan Perikanan 

Tahun 2022 

a. Perencanaan, penggunaan 
dan pemanfaatan, serta  

administrasi DAK Bidang 

Kelautan dan Perikanan; 
b. Arah pembangunan 

kelautan dan perikanan, 

yaitu:  
1) membangun 

kedaulatan yang 

mampu menopang 
kemandirian ekonomi 

dalam pengelolaan 
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NO. JENIS PERATURAN JUDUL POKOK MATERI MUATAN 
PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL 

KETERANGAN 
JAN  FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES 

sumber daya kelautan 

dan perikanan; 
2) menerapkan prinsip-

prinsip pengelolaan 

sumber daya kelautan 
dan perikanan yang 

bertanggung jawab, 

berdaya saing, dan 
berkelanjutan; dan 

3) meningkatkan 

pemberdayaan dan 
kemandirian dalam 

menjaga 

keberlanjutan usaha 

kelautan dan 
perikanan; 

c. Koordinasi antara 

Kementerian dengan Dinas 
Provinsi dan Dinas 

Kabupaten/ Kota dalam 

teknis penggunaan DAK 
Bidang Kelautan dan 

Perikanan; 

d. Penggunaan DAK Bidang 
Kelautan dan Perikanan, 

serta mensinergikan 

kegiatan yang dibiayai 
melalui        DAK      dengan  

kegiatan prioritas 

Kementerian; 

e. Prasarana dan sarana 
bidang kelautan dan 

perikanan dalam rangka 

meningkatkan 
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NO. JENIS PERATURAN JUDUL POKOK MATERI MUATAN 
PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL 

KETERANGAN 
JAN  FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES 

pembangunan ekonomi 

masyarakat; dan 
f. Koordinasi 

antarKementerian, 

instansi/dinas terkait, 
pemerintah provinsi, dan 

kabupaten/kota dalam 

melakukan monitoring dan 
evaluasi penggunaan DAK 

Bidang Kelautan dan 

Perikanan. 
 

3.  Keputusan Menteri Rencana Kerja 
Kementerian 

Kelautan dan 

Perikanan (Renja) 
Tahun 2022 

a. Arah Kebijakan dan 
Strategi Pembangunan 

Kelautan dan Perikanan 

Tahun 2022; 
b. Indikator Kinerja Utama 

(IKU) dan Target Indikator 

Kinerja Utama KKP (Level 
0) Tahun 2022 serta 

program dan kegiatan 

prioritas tahun 2022; 

c. Rincian Rencana Kerja 
Kementerian Kelautan dan 

Perikanan Tahun 2022 

terdiri dari: 
1) Program dan Indikator 

Kinerja Program (IKP)  

dan Target Tahun 2022 
2) Kegiatan dan Indikator 

Kinerja Kegiatan (IKK) 

dan Target Tahun 2022 
3) Alokasi anggaran tahun 

2022 per Eselon I; 
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NO. JENIS PERATURAN JUDUL POKOK MATERI MUATAN 
PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL 

KETERANGAN 
JAN  FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES 

d. Rincian Komponen 

Kegiatan Tahun 2022 
terdiri dari rincian 

komponen kegiatan utama 

yang akan dilaksanakan 
pada tahun 2022 beserta 

anggarannya; dan 

e. Rencana Kerja 
Kementerian Kelautan dan 

Perikanan (Renja KKP) 

Tahun 2022 ini mengacu 
pada   Perpres    Nomor    18  

Tahun 2020 tentang 

RPJMN 2020-2024 dan 

Rencana Strategis KKP 
yang telah disesuaikan  

berdasarkan Perpres 

tersebut. 
 

 

10. Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi 

NO. JENIS PERATURAN JUDUL POKOK MATERI MUATAN 
PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL 

KETERANGAN 
JAN  FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES 

1.  Peraturan Menteri Organisasi dan 
Tata Kerja Unit 

Pelaksana Teknis 

Pengelolaan Ruang 
Laut 

Penyesuaian Organisasi dan 
Tata Kerja sebagai tindak 

lanjut disusunnya kriteria 

klasifikasi Unit Pelaksana 
Teknis. 

 

             

2.  Keputusan Menteri Unit Kerja 

Pembina Jabatan 

Fungsional di 
Lingkungan 

Revisi Keputusan Menteri 

Kelautan dan Perikanan Nomor 

45/KEPMEN-KP/2012 tentang 
Unit Kerja Jabatan Fungsional 
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NO. JENIS PERATURAN JUDUL POKOK MATERI MUATAN 
PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL 

KETERANGAN 
JAN  FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES 

Kementerian 

Kelautan dan 
Perikanan 

 

di Lingkungan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan. 
 

 

11. Biro Hukum  

NO. JENIS PERATURAN JUDUL POKOK MATERI MUATAN 
PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL 

KETERANGAN 
JAN  FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES 

1.  Peraturan Menteri Jaringan 

Dokumentasi dan 

Informasi Hukum 

a. Unit Kerja Pengelola; 

b. Pengelolaan Jaringan 

Dokumentasi dan Informasi 
Hukum; dan 

c. Monitoring dan evaluasi. 

 

             

2.  Peraturan Menteri Standar Kegiatan 

Usaha dan Produk 
pada 

Penyelenggaraan 

Perizinan 
Berusaha Berbasis 

Risiko Sektor 

Kelautan dan 
Perikanan 

a. Standar Kegiatan Usaha 

pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha 

Berbasis Risiko Sektor 

Kelautan dan Perikanan; 
dan 

b. Standar Produk pada 

Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko 

Sektor Kelautan dan 

Perikanan. 
 

             

 

 

12. Biro Keuangan 

NO. JENIS PERATURAN JUDUL POKOK MATERI MUATAN 
PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL KETERANGAN 

JAN  FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES 

1.  - - -              
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13. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri 

NO. JENIS PERATURAN JUDUL POKOK MATERI MUATAN 
PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL KETERANGAN 

JAN  FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES 

1.  Peraturan Menteri  Perubahan atas 

Peraturan Menteri 

Kelautan dan 

Perikanan Nomor 

40/PERMEN-

KP/2017 tentang 

Penyelenggaraan 

Perjalanan Dinas 

Luar Negeri di 

Lingkungan 

Kementerian 

Kelautan dan 

Perikanan 

 

Penyempurnaan dan 

penyesuaian  

a. pelaksana perjalanan dinas 
luar negeri; 

b. prinsip-prinsip perjalanan 

dinas luar negeri; 

c. perencanaan perjalanan 
dinas luar negeri; 

d. jenis dan persyaratan 

perjalanan dinas luar negeri; 
dan  

e. rekomendasi perjalanan 

dinas luar negeri. 

             

 

14. Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa  

NO. JENIS PERATURAN JUDUL POKOK MATERI MUATAN 
PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL KETERANGAN 

JAN  FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES 

1.            -               -                    -              

 

15. Pusat Data, Statistik, dan Informasi 

NO. JENIS PERATURAN JUDUL POKOK MATERI MUATAN 
PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL 

KETERANGAN 
JAN  FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES 

1.  Peraturan Menteri Penyelenggaraan 
Sistem 

Pemerintahan 

Berbasis 

Elektronik di 

Penyempurnaan mekanisme 
pengelolaan teknologi informasi 

di lingkungan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan yang 

dapat terhubung dengan 
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NO. JENIS PERATURAN JUDUL POKOK MATERI MUATAN 
PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL 

KETERANGAN 
JAN  FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES 

Lingkungan 

Kementerian 
Kelautan dan 

Perikanan 

 

mekanisme Sistem 

Pemerintahan Berbasis 
Elektronik nasional. 

2.  Keputusan Menteri Data Induk 
Pelabuhan 

Perikanan 

a. Dalam rangka Implementasi 
Pasal 7 Peraturan Menteri 

Kelautan dan Perikanan 

Nomor 61/PERMEN-KP/2020 

tentang Satu Data Kelautan 
dan Perikanan,  guna  

menghasilkan Data yang 

akurat, mutakhir, terpadu, 
dan dapat dipertanggung 

jawabkan, serta mudah 

diakses dan dibagi pakaikan 
melalui pemenuhan Standar 

Data, Metadata, 

Interoperabilitas Data, dan 
menggunakan Kode Referensi 

dan Data Induk di lingkungan 

Kementerian Kelautan dan 

Perikanan; dan 
b. Sebagai data acuan 

penamaan dan 

pengelompokkan pelabuhan 
perikanan di lingkungan 

Kementerian Kelautan dan 

Perikanan. 
 

             

3.  Keputusan Menteri Data Induk Alat 
Penangkapan Ikan 

a. Dalam rangka Implementasi 
Pasal 7 Peraturan Menteri 

Kelautan dan Perikanan 

Nomor 61/PERMEN-KP/2020 
tentang Satu Data Kelautan, 
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NO. JENIS PERATURAN JUDUL POKOK MATERI MUATAN 
PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL 

KETERANGAN 
JAN  FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES 

guna  menghasilkan Data 

yang akurat, mutakhir, 
terpadu, dan dapat 

dipertanggung jawabkan, 

serta    mudah    diakses    dan 
dibagi pakaikan melalui 

pemenuhan Standar Data, 

Metadata, Interoperabilitas 
Data, dan menggunakan 

Kode Referensi dan Data 

Induk di lingkungan 
Kementerian Kelautan dan 

Perikanan; dan 

b. Sebagai data acuan 

penamaan dan 
pengelompokan alat 

penangkapan ikan di 

lingkungan Kementerian 
Kelautan dan Perikanan. 

 

4.  Keputusan Menteri Data Induk 

Kepegawaian 

Kementerian 
Kelautan dan 

Perikanan 

a. Dalam rangka Implementasi 

Pasal 7 Peraturan Menteri 

Kelautan dan Perikanan 
Nomor 61/PERMEN-KP/2020 

tentang Satu Data Kelautan, 

guna  menghasilkan Data 
yang akurat, mutakhir, 

terpadu, dan dapat 

dipertanggungjawabkan, 
serta mudah diakses dan 

dibagipakaikan melalui 

pemenuhan Standar Data, 
Metadata, Interoperabilitas 

Data, dan menggunakan 

Kode Referensi dan Data 
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NO. JENIS PERATURAN JUDUL POKOK MATERI MUATAN 
PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL 

KETERANGAN 
JAN  FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES 

Induk di lingkungan 

Kementerian Kelautan dan 
Perikanan; dan 

b. Sebagai acuan penamaan, 

pengelompokkan,              dan  
pengkodean untuk data 

kepegawaian di lingkungan 

Kementerian Kelautan dan 
Perikanan. 

 

5.  Keputusan Menteri Data Induk 

Produk Kelautan 

dan Perikanan 

a. Dalam rangka Implementasi 

Pasal 7 Perikanan Nomor 

61/PERMEN-KP/2020 
tentang Satu Data Kelautan, 

guna  menghasilkan Data 

yang akurat, mutakhir, 
terpadu, dan dapat 

dipertanggungjawabkan, 

serta mudah diakses dan 
dibagipakaikan melalui 

pemenuhan Standar Data, 

Metadata, Interoperabilitas 

Data, dan menggunakan 
Kode Referensi dan Data 

Induk di lingkungan 

Kementerian Kelautan dan 
Perikanan;  dan 

b. Sebagai acuan penamaan, 

pengelompokkan, dan 
pengkodean untuk seluruh 

produk kelautan dan 

perikanan yang lalu lintasnya 
diatur dan diawasi oleh 

Kementerian Kelautan dan 

Perikanan. 
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NO. JENIS PERATURAN JUDUL POKOK MATERI MUATAN 
PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL 

KETERANGAN 
JAN  FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES 

6.  Keputusan Menteri Data Induk 

Harmonized 
System (HS) Code 

a. Dalam rangka Implementasi 

Pasal 7 Peraturan Menteri 
Kelautan dan Perikanan 

Nomor 61/PERMEN-KP/2020 

tentang Satu Data Kelautan, 
guna  menghasilkan Data 

yang akurat, mutakhir, 

terpadu, dan dapat 
dipertanggungjawabkan, 

serta mudah diakses dan 

dibagipakaikan melalui 
pemenuhan Standar Data, 

Metadata, Interoperabilitas 

Data, dan menggunakan 

Kode Referensi dan Data 
Induk di lingkungan 

Kementerian Kelautan dan 

Perikanan; 
b. Sebagai data acuan 

pengelompokan Harmonized 
System (HS) Code di 
lingkungan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan.  

 

              

7.  Keputusan Menteri Tim Satu 

Peta Kementerian 
Kelautan dan 

Perikanan 

Guna mendukung kebijakan 

satu peta nasional berdasarkan 
Peraturan Presiden Nomor 9 

Tahun 2016 tentang Percepatan 

Pelaksanaan Kebijakan Satu 
Peta pada Tingkat Ketelitian 

Peta Skala 1:50.000. 

 

             

8.  Keputusan Menteri Produsen Data, 

Data yang 
Diproduksi, dan 

Guna percepatan pelaksanaan 

Satu Peta Kelautan dan 
Perikanan sebagai rangkaian 
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NO. JENIS PERATURAN JUDUL POKOK MATERI MUATAN 
PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL 

KETERANGAN 
JAN  FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES 

Format Data 

Spasial 
 

dari implementasi kebijakan 

Satu Peta Indonesia. 

9.  Keputusan Menteri Struktur 

Metadata, Kamus 

Data Spasial di 
Lingkup 

Kementerian 

Kelautan dan 

Perikanan 
 

Guna percepatan pelaksanaan 

Satu Peta Kelautan dan 

Perikanan sebagai rangkaian 
dari implementasi kebijakan 

Satu Peta Indonesia. 
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